REPUBLIK INDONESIA

No.52, 2008 DEPARTEMEN KEHUTANAN. KOMPETENSI.
Sertifikasi. Hutan. Produksi. Pengelolaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor: P.58/Menhut-11/2008
TENTANG
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008,
dinyatakan bahwa salah satu kewgjiban setiap pemegang
izin usaha pemanfaatan hutan adalah mempekerjakan tenaga
profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang
memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan;

b. bahwa sampal saat ini tenaga profesonal bidang kehutanan
yang telah diakui kompetensinya adalah tenaga pengukuran
dan pengujian hasil hutan bersertifikat sesuai Pasal 115 dan
Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo.
Nomor 3 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tenaga profesiona
bidang kehutanan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan
hutan produks lestari harus memiliki kompetens yang
diakui melalui sertifikasi sesuai dengan bidang tugas;
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Mengingat :

1.

bahwa berhubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan
kompetensi dan sertifikas tenaga teknis pengelolaan hutan
produksi lestari dengan Peraturan Menteri Kehutanan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosissemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
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Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonessa Nomor 4696), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Proving, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 9 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungs Susunan
Organisas dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

Peraturan Presiden Republik Indonesa Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 50 Tahun 2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.74/Menhut-11/2006
jo.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-
[1/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen
Kehutanan;
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Menetapkan :

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-11/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Nomor: P.15/Menhut-11/2008;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-11/2007
jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-
[1/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam
dan Restoras Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan
Produksi;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.09/Menhut-11/2007
jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.41/Menhut-
[1/2007 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan,
dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-11/2008
tentang Tata Cara Pengenaan Sanks Adminigtratif terhadap
pemegang |zin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI TENAGA TEKNIS
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hasl hutan adalah benda-benda hayati yang berupa Hasil Hutan Kayu
(HHK) dan Hasll Hutan Bukan Kayu (HHBK) selain tumbuhan dan satwa
liar yang dipungut dari hutan negara atau di luar kawasan hutan negara.

2. lzin Pemanfaatan Hutan adalah izin yang diberikan oleh pgabat yang
berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan
kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.
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Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat
IUPHHK dan/atau 1zin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang
selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk
memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan bukan kayu dalam
hutan alam pada hutan produks melalui kegiatan pemanenan atau
penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

IUPHHK dan atau l[UPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang
diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan
kayu dalam hutan tanaman pada hutan produks melalui kegiatan
penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan
pemasaran.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK
adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi
melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka
waktu dan volume tertentu.

Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut
IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada
hutan lindung dan/atau hutan produks antara lain berupa rotan, madu,
buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan
volume tertentu.

Pemegang izin adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi
atau perorangan yang diberi izin untuk melakukan kegiatan usaha
pemanfaatan hasil hutan dan atau pemungutan hasil hutan.

Inventarisas Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB)  adalah kegiatan
pengumpulan informas tentang kondisi sediaan tegakan hutan (standing
stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh)
tahun pada seluruh petak kerja di dalam kawasan hutan produks setiap
wilayah unit pengelolaan/unit mangjemen.

Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) dalam
hutan alam dan restoras ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi
adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja dan berlaku selama 10
(sepuluh) tahun, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek
keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disusun berdasarkan
Inventarisas Hutan Menyeluruh Berkala 10 (sepuluh) tahun.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam atau pada
Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada hutan produksi
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